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TENTANG 

STANDAR PENDIDIKAN GURU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan 

tinggi yang mampu menghasilkan guru sebagai pendidik 

profesional sesuai dengan perkembangan zaman perlu 

disusun standar pendidikan guru yang bersifat nasional; 

b. bahwa standar pendidikan guru sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang 

Standar Pendidikan Guru; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4941); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

889); 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1952); 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, 

Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2009); 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa 

Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 

2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program 

Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 576); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN 

PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR PENDIDIKAN 

GURU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar 

yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah 

dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. Standar Pendidikan Guru adalah kriteria minimal program 

sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru. 

3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang 

selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang 

diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan 

program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau 

pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan 

mengembangkan ilmu kependidikan dan 

nonkependidikan. 

4. Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan 

akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang 

diselenggarakan oleh LPTK. 

5. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya 

disebut Program PPG adalah program pendidikan yang 

diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana 
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terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah. 

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 

vokasi. 

7. Pembelajaran Mikro adalah pembelajaran keterampilan 

dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, 

kompetensi, materi, dan sesi terbatas. 

8. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya 

disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan 

pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana 

Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. 

9. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat 

PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG 

untuk mempraktikkan kemampuannya dalam 

pembelajaran di sekolah mitra. 

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. 

11. Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk 

mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan 

mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan PLP dan 

PPL. 

12. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks 

adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan 

pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses 

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau 

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Program 

Studi. 
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13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan dan 

Program PPG. 

14. Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi 

memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam 

proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran 

tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan 

nonformal. 

15. Sekolah Laboratorium adalah satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh LPTK dan/atau bekerja sama dengan 

LPTK, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa 

Program Sarjana Pendidikan dan/atau Program PPG serta 

sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis 

pendidikan. 

16. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang menjadi 

mitra kerja sama LPTK dan berfungsi sebagai tempat 

berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan 

Program PPG. 

17. Asrama Mahasiswa adalah unit pelayanan yang 

terintegrasi dalam struktur dan tata kelola perguruan 

tinggi untuk memberikan layanan hunian, bimbingan, dan 

pengembangan diri mahasiswa. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

bidang pendidikan tinggi. 

19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan. 

 

Pasal 2 

Standar Pendidikan Guru mencakup: 

a. Program Sarjana Pendidikan; dan  

b. Program PPG. 
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